KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imran
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Didyk Choiroel

Jabatan : a.n Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (berdasarkan Keputusan Menteri PKP
Nomor 123/KPTS/M/ 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu)

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 April 2026
Pihak Pertama




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah 100%
1 Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di perdesaan 0
Wilayah Perdesaan Persentase peningkatan penanganan permukiman o
2 . 100%
kumuh di wilayah perdesaan
Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak o
3 N 100%
huni di wilayah perdesaan
9 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen 1 Tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat 86.26%
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Jenderal Perumahan Perdesaaan aDre
PROGRAM PAGU APBN
1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp 3.912.835.664.000
2. Program Dukungan Manajemen Rp 10.616.225.000
Jakarta, 14 April 2026
a.n MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
SEKRETARIS JENDERAL
E g




